5.1.

BAB 5

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai CSFs pelaksanaan KPS

penyediaan jalan tol, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a.

Diperolen lima CSFs yang paling memepengaruhi pelaksanaan KPS
penyediaan jalan tol. CSFs tersebut meliputi komitmen untuk menjaga
kelangsungan kebijakan sektor jalan tol, komitmen politik untuk transparansi
keuangan publik dan swasta, pelaksanaan pengadaan Pemerintah yang adil dan
transparan, respon Pemerintah terhadap badan usaha KPS sektor jalan tol dan
kemampuan Pemerintah menangani masalah praktik korporasi dan korupsi.
Berdasarkan uji Kruskal-Wallis terdapat perbedaan persepsi responden
terhadap pengaruh faktor kunci sukses yaitu kepercayaan bisnis, rasio
kemampuan membayar hutang, lahan kerja untuk keahlian khusus sesuai
kebutuhan pada sektor jalan tol dan pengembangan pasar ekuitas pada sektor
jalan tol.

Uji Mann-Whitney dilakukan untuk mendapatkan perbedaan persepsi antara
kelompok responden. Uji Mann-Whitney antara kelompok responden
Kementerian PUPR dan Bappenas diperoleh perbedaan pada kepercayaan
bisnis tinggi, rasio kemampuan membayar hutang, lahan kerja untuk keahlian
khusus sesuai kebutuhan pada sektor jalan tol dan pengembangan pasar ekuitas
pada sektor jalan tol. Antara kelompok responden Kementerian PUPR dan

Kemenkeu perbeaan terdapat pada kepercayaan bisnis tinggi dan pembatasan
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pengembalian keuntungan pada pengusahaan jalan tol. Sedangkan pada
kelompok responden Bappenas dan Kemenkeu perbedaan persepsi terdapat
pada keseimbangan anggaran fiskal, rasio kemampuan membayar, lahan kerja
untuk keahlian khusus sesuai kebutuhan pada sektor jalan tol, pengembangan
layanan perbankan sesuai kebutuhan kerjasama pengusahaan jalan tol dan
ketentuan yang jelas dan efektif mengenai kebangkrutan dan pembatasan
kewajiban pemegang saham pada kerjasama pengusahaan jalan tol.

d. Perbedaan secara statistik ditemukan terhadap pengaruh CSFs pelaksanan KPS
antara kelompok responden. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya
perbedaan pandangan dalam menyikapi pelaksanaan KPS penyediaan jalan tol
menurut tugas dan fungsi masing-masing responden. Oleh karena itu

diperlukan koordinasi yang baik antara kelompok responden.
5.2 Saran

Tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, baik yang bersumber dari penulis
sendiri maupun keterbatasan-keterbatasan selama proses penelitian berlangsung.
Sebagai masukan untuk penelitian di masa yang akan datang dapat dicoba dengan
menambahkan jumlah responden dan membandingkan CSFs pelaksanaan KPS
penyediaan jalan tol tidak hanya dari sudut pandang Pemerintah tetapi dapat
mengikutsertakan Badan Usaha yang terlibat dalam proyek kerjasama tersebut.
Pembangunan infrastruktur dengan skema KPS tidak hanya dapat dilakukan pada
infrastruktur jalan, sehingga dapat dilakukan penelitian yang mengkaji

pembangunan infrastruktur pada sektor infrastruktur lainnya.
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